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MOTTO 
 
                      
       
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. 
 
( Q.S Al-Maidah ayat 88) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
)ـــ  َــ( Fathah A A 
)ـــــ  َ( Kasrah I I 
(◌  َ   ) Dammah U U 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ذرك Żukira 
3. ذیھب Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فیك Kaifa 
2. وحل Ḥaula 
 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah  dan  alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اقل Qāla 
2. لیق Qīla 
3. وقیل Yaqūlu 
4. ريم Ramā 
 
 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata 
itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ورةض الأطافل Rauḍah al-aṭfāl 
2. طةحل Ṭalḥah 
 
5. Saddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. رب  َان Rabbanā 
xiii 
 
2. ن   َزل Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
N
o 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ال   َرجل Ar-rajulu 
2. الاجلل Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiv 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ألك Akala 
2. ذخأتنو Taꞌkhuzūna 
3. اؤنل An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 وام دحمم إلاروسل Wa māMuammadun illā rasūl 
  
 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
نإو الله ریخوھلارلزایق 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 
أفووفا الیكل اوزیملنا 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Mirza Krisna Melanisari, NIM. 152111003 : “PERLINDUNGAN KONSUMEN 
TERHADAP PRODUK MAKANAN USAHA  MIKRO KECIL DAN 
MENENGAH PERSPEKTIF MAQÃSID ASY-SYARÎAH DI KECAMATAN 
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO”  
 
Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan konsumen produk 
makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah. Sejauh mana para pelaku usaha 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Adanya Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen apakah sudah membantu pelaku 
usaha agar menciptakan produk yang sesuai dengan jaminan mutu dan barang, 
sedangkan bagi konsumen apakah Undang-Undang tersebut sudah cukup membantu 
apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan cara wawancara 
langsung secara semi terstruktur, observasi non-partisipan dari sejumlah responden yang 
telah ditetapkan oleh peneliti dan data sekunder dengan membaca buku, jurnal, dan 
mengutip. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode teknik analisis 
data dari Miles dan Huberman yaitu penyajian data. Bentuk penyajian data berupa teks 
naratif. 
Dari hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa perlindungan 
konsumen terhadap produk makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah berupa ganti rugi 
sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Kurangnya 
informasi yang jelas dalam produk membuat konsumen berada dalam posisi yang 
lemah. Konsumen tidak tahu akan mengadu pada siapa apabila terjadi kerugian yang 
menimpanya, walaupun sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. 
 
Kata Kunci : UMKM, Perlindungan Konsumen, Maqãsid Asy-Syarî’ah. 
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ABSTRACT 
Mirza Krisna Melanisari, NIM. 152111003 : “CONSUMER PROTECTION 
FOR FOOD PRODUCTS OF MICRO, SMALL, AND INTERMEDIATE BUSINESS 
IN POLOKARTO SUB-DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY, IN MAQÃSID ASH-
SYARÎ’AH PERSPECTIVE” 
 
This research will discuss about consumer protection in regard to the food 
products of UMKM in Polokarto Sub-district, Sukoharjo Regency, in Maqãsid Ash-
Syarî’ah perspective. The extent to which business people are responsible for the losses 
suffered by consumers. The existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection has helped businesses to create products that are in accordance with quality 
and goods guarantees, while for consumers whether the Law is sufficiently helpful if 
consumers feel disadvantaged by the business actors. 
The kind of research is field research with qualitative approach for the primary 
data, it gains from a semi-structured interview and non-participant observation 
concerned by the research toward several respondents and secondary data with reading 
a book, journal, and quoting. Where as to analyze the data using the method of data 
analysis techniques from Miles and Huberman, namely the presentation of data. The 
form of data presentation is in the form of narrative text. 
From the results of research and data analysis, it shows that consumer 
protection of food products for Micro, Small and Intermediate Business in Polokarto 
Sub-district, Sukoharjo Regency, Maqãsid Ash-Syarî’ah perspective in the form of 
compensation for a sum of money in accordance with the losses suffered bu consumers. 
Lack of clear information in products makes consumers in a weak position. Although 
there is a regulation about consumer complaint, the consumer still have no idea with 
whom to complaint. 
 
Keyword : UMKM, consumer protection, maqãsid asy-syarîah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, 
sering kita jumpai peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi saat 
ini. Hal tersebut mengakibatkan konsumen senantiasa berada dalam posisi 
lemah dan dirugikan, maka diperlukan adanya aturan yang dapat 
menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen tanpa 
merugikan salah satu pihak.1 
Usaha rumah tangga atau home industry atau Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah usaha 
pembuatan makanan. Produk makanan yang diproduksi di rumahan tidak 
jarang yang tidak memenuhi standar mutu dan barang. Seperti dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban pelaku 
usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, juga menjamin mutu 
barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.2 
Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan 
pangan yaitu produk pangan bergizi dan tidak mengakibatkan pada 
                                                          
1 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, 2018), hlm. 129. 
  
2 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk 
pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan karena 
pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan, namun ada pula pelaku 
usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan 
keuntungan yang banyak. 
Keterbatasannya pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh 
informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan harga 
tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi kalangan ekonomi 
lemah, mereka tentu akan memilih harga yang murah dan mampu untuk 
membelinya. Mereka merasa puas dapat membeli makanan tersebut 
meskipun produk tersebut bermutu rendah dan tidak terjamin 
keamanannya.3 
Perkembangan teknologi pengolahan pangan, di satu pihak memang 
membawa hal-hal yang positif seperti peningkatan pengawasan mutu, 
perbaikan sanitasi, standardisasi pengepakan dan labeling serta grading. 
Namun, di sisi lain teknologi pangan akan mengakibatkan kekhawatiran, 
dikarenakan dengan teknologi tersebut mampu memproduksi makanan-
makanan sintetis, menciptakan berbagai zat pengawet makanan, dan zat 
berbahaya lainnya. Zat-zat tersebutlah yang menjadikan produk pangan 
                                                          
3 Celina Tri Siwi K, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2016), hlm. 171. 
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menjadi lebih awet, lembut, indah, dan lezat, serta banyak diminati oleh 
masyarakat.4 
Agar produk pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu 
diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan 
perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsinya, sehingga 
produk yang diedarkan tersebut tidak merugikan masyarakat serta aman 
bagi kesehatan jiwa manusia. 
Dalam kasus keamanan pangan jika konsumen sakit atau meninggal 
dunia karena mengkonsumsi pangan yang tidak aman maka pelaku usaha 
yang memproduksi pangan ini telah melanggar hak orang lain yaitu hak 
konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan 
keselamatannya.5 
Berdasarkan akan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung 
jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian 
ataupun kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian para 
konsumen pangan bahkan mungkin kematian. 
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
                                                          
4 Ibid., hlm. 171. 
   
5 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, 2018), hlm. 133. 
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kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 
dan tidak untuk diperdagangkan.6 
Seperti di Kabupaten Sukoharjo, jenis-jenis Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di terdiri dari berbagai bidang antara lain pertanian (486 usaha), 
peternakan (755 usaha), perikanan (249 usaha), perdagangan (11.388 
usaha), jasa (2645 usaha), serta industri (4281 usaha), yang mana pada 
tahun 2017 berjumlah kurang lebih 19804 pengusaha.7 Di Kabupaten 
Sukoharjo terdapat satu kecamatan yang bernama Polokarto. Secara 
keseluruhan luas wilayah Kecamatan Polokarto adalah 6,218 Ha. Dari 
jumlah keseluruhan Rekapan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Kecamatan Polokarto sebanyak 1081 pengusaha, yang mana jumlah 
keseluruhan tersebut terbagi menjadi beberapa bidang seperti pertanian, 
peternakan, perdagangan, jasa, serta industri (baik produk makanan atau 
produk tekstil). Untuk produksi makanan kurang lebih sekitar 101 pelaku 
usaha. 8 
Menjelang bulan suci ramadhan kemarin, petugas gabungan yang 
terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 
Dinas Pertanian, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya melakukan inspeksi 
mendadak (sidak) disejumlah toko modern dan tradisional di Sukoharjo 
                                                          
6 Masrukin, Hukum Perlindungan Konsumen, (Surakarta: Tekna Advertise & 
Cetak, 2014), hlm. 15. 
   
7 Buku Profil Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo, 
(Sukoharjo:  Diperindagkop Kabupaten Sukoharjo, 2018), hlm. 17. 
   
8 Ibid., 
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yang dipilih secara acak. Dari hasil sidak, ditemukan bahwa banyak 
kemasan produk rusak hingga kadaluwarsa yang masih dipajang dan 
dijual. Kemasan rusak dan kadaluwarsa diantaranya terdapat pada produk 
susu kental manis, sarden, dan makanan ringan. Inspeksi ini dilakukan 
pada Selasa, 21 Mei 2019. Selain itu, sebelumnya pada tanggal 17 Mei 
2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menghimbau untuk 
meningkatkan kewaspadaan pasca menemukan makanan yang 
mengandung zat berbahaya seperti boraks, formalin, dan bahan pewarna 
tekstil.9 
Selain itu, kejadian-kejadian seperti mual, muntah-muntah, hingga 
diare yang diakibatkan karena mengkonsumsi produk yang kurang jelas 
jaminan mutunya juga harus diwaspadai. Seperti yang dialami oleh Ibu 
Warsini, beliau mengatakan bahwa salah satu ananknya sangat gemar 
membeli makanan kemasan seperti taro, makaroni pedas, rambak pedas, 
ulir, dan lain sebagainya. Pernah pada suatu ketika anaknya itu mengeluh 
sakit perut, kemudian Ibu Warsini bertanya pada anaknya makan apa saja 
dia hari ini, lalu anaknya menjawab bahwa dia terlalu banyak makan 
makaroni pedas.10 
 
                                                          
9 www.radarsolo.jawapos.com/red/2019/05/22/138353/sidak-produk-makanan-
tim-temukan-kemasan-rusak-dan-kedaluwarsa, diakses pada  hari Selasa, 18 Juni 2019, 
pukul 20.42 WIB,dapat dillihat juga di www.solo.tribunnews.com/amp/2019/05/17/sidak-
pedagang-makanan-di-tiga-kecamatan-dkk-sukoharjo-temukan-makanan-dengan-
kandungan-boraks?page=2.  
   
10 Warsini, wawancara pribadi,  24 Februari 2019, pukul 16.45 WIB. 
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Tidak hanya Ibu Warsini, hal serupa juga pernah dialami oleh Ibu 
Nurul. Dia belum memiliki anak, akan tetapi dia mempunyai dua orang 
adik yang masih anak-anak. Pada suatu ketika dia dan adiknya kedua yang 
bernama Ricky Agil Saputra mengkonsumsi bakmi olahan. Dia tidak 
memperhatikan label pada kemasannya. Setelah mengkonsumsi makanan 
tersebut ia dan adiknya merasa mual dan muntah. Dikarenakan adiknya 
lebih banyak yang memakan bakmi tersebut, maka si adiklah yang 
muntahnya berkepanjangan. Selain muntah, adiknya juga mengalami perut 
mulas dan badan terasa lemas. Gejala ini berlangsung selama kurang lebih 
3 hari. Setelah diperiksakan ke dokter bahwa Ibu Nurul dan si adik 
mengalami keracunan makanan. Hal ini disebabkan karena ada bakteri 
yang mengakibatkan mual, mulas, dan muntah.11 
Selanjutnya, hal serupa juga pernah terjadi kepada Putri, konsumen 
susu segar. Pada waktu itu, ia keracunan minuman susu segar. Awal 
kejadiannya adalah ketika ia meminum susu segar kemudian perutnya 
merasa mulas, muntah-muntah, dan badan terasa lemas. Mahasiswi 
kelahiran Muara Bungo ini mengaku sering jajan atau mengkonsumsi 
makanan ringan yang berasal dari UMKM. Dalam membeli atau 
mengkonsumsinya pun ia tidak lupa untuk melihat kode produksi dan 
                                                          
11 Nurul Nur Azizah, wawancara pribadi, 25 Februari 2019, pukul 21.30 
WIB. 
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tanggal kadaluarsanya. Namun, ia tidak memperhatikan komposisi 
bahannya dan halal MUI.12 
Berawal dari kejadian-kejadian di lingkungan sekitar kita, maka 
dalam hal ini, peneliti akan meneliti tentang bagaimana perlindungan 
hukum terhadap konsumen pada produk makanan pada Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah perspektif Maqãsid Asy-Syarîah di Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen produk makanan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo? 
2. Bagaimana perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah terhadap perlindungan 
konsumen produk makanan pada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen produk 
makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah 
terhadap perlindungan konsumen produk makanan pada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
                                                          
12 Putri Yunia, wawancara pribadi, 27 Februari 2019, pukul 13.17 WIB. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh peneliti ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan akan adanya penelitian ini, kelak akan menambah 
wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan bagi ilmu 
hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan 
konsumen yang terjadi dalam masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan 
juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan 
di bidang Hukum Ekonomi Syariah. 
b. Bagi Akademik 
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat teoritis 
berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. 
c. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan 
pemahaman dan pengatahuan yang mendalam kepada 
masyarakat ketika melakukan berbagai macam kegiatan di 
bidang ekonomi dan produksi yang sesuai dengan ketentuan 
hukum. 
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E. Kerangka Teori 
Dalam penelitian ini akan menggunakan dua teori, yaitu Maqãsid 
Asy-Syarîah dan Hukum Perlindungan Konsumen. 
1. Penjelasan Mengenai Maqãsid Asy-Syarîah. 
Dasar Hukum Maqãsid Asy-Syarîah 
                       
      )ثاخلای: ة ۱۸ ( 
Artinya :  
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui.”  
 
Menurut Abu Ishaq al Shatibi yang dikutip oleh Muhammad aud 
Ali dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam Pengantar Ilmu 
Hukum dan Tata Hukum di Indonesia”, menjelaskan tujuan hukum 
Islam ( Maqãsid Asy-Syarîah ) antara lain, yaitu :13 
a. Memelihara Agama 
b. Memelihara Jiwa 
c. Memelihara Akal 
d. Memelihara Keturunan 
e. Memelihara Harta 
                                                          
13 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 54 . 
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Pada penelitian ini akan lebih menekankan pada urgensi 
memelihara jiwa, dikarena hal ini berkaitan dengan permasalahan 
yang terjadi di sekitar lingkungan kita. 
Selain hukum Islam, hukum positif pun juga mengatur akan hal-
hal yang merugikan bagi manusia. Seperti yang tertera dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, mengatur hak dan kewajiban bagi 
pelaku usaha dan konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha. 
Para pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau 
tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
2. Hukum Perlindungan Konsumen 
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan.14 
Menurut pasal 7 Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah: 
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
                                                          
14 Masrukin, Hukum Perlindungan Konsumen, (Surakarta: Tekna Advertise & 
Cetak, 2014), hlm. 15. 
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b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 
diperdagangkan berdasarkan 
e. ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
f. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
h. memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.15 
Menurut Pasal 4, hak konsumen antara lain :16 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
                                                          
15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
    
16 Ibid.,  
12 
 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebutsesuai dengan nilai tukar dan kondisi 
serta jaminan yang dijanjikan 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barangdan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi  Risa Mayasari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, 
“Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya 
Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home 
Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)”, temuan dalam 
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skripsi ini adalah bahwa produsen atau pelaku usaha yang sudah 
mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa akan berdampak pada rasa 
kepercayaan tersendiri. Dengan adanya tanggal kadaluwarsa, konsumen 
merasa diberi informasi mengenai hasil produk buatannya masih layak 
konsumsi atau sudah dalam masa kadaluwarsa. Sedangkan, produsen atau 
pelaku usaha yang belum mencantumkan label dan tanggal 
kadaluwarsanya mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau 
memperoleh dampak yang signifikan dari pencantuman label dan tanggal 
kadaluwarsanya tersebut.17  
Skripsi Mey Minanda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, 
“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah 
Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan 
Hukum Positif”, temuan dalam skripsi ini adalah makanan yang 
mengandung ḥalalan ṭayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam 
ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, 
terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuan 
tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut 
kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal 
                                                          
17 Risa Mayasari, Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa 
Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home 
Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat), Skripsi, (Lampung: 2017, 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 114-116. 
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kadaluwarsa, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen 
terhadap jiwa dan akal konsumen.18 
Skripsi Arti Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin 
Makassar tahun 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan 
Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM” , temuan 
dalam skripsi ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap produk 
kosmetik yang tidak terdaftar ke dalam BPOM ditinjau dari Hukum Islam 
yaitu pelaku usaha harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah 
merugikan konsumen berupa ganti rugi karena transaksi, perusakan, 
perbuatan, penahanan, dan ganti rugi karena tipu daya. Pemerintah juga 
mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan 
perundang-undangan terkait peredaran kosmetik. Namun, masih saja 
ditemui konsumen yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk 
kosmetik tidak terdaftar BPOM, pengguna kosmetik belum terlindungi 
karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.19 
Skripsi Istuti Royani “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam 
Terhadap Perlindungan Konsumen” Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2010, temuan dalam skripsi ini 
adalah perlindungan konsumen dalam persepektif hukum Islam timbul 
                                                          
18 Mey Minanda, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri 
Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum 
Positif, Skripsi, (Yogyakarta: 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). 
   
19 Arti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk 
Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM, Skripsi, (Makassar: 2018, Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar). 
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karena sebuah perjanjian. Perjanjian ini terjadi karena peralihan, 
pemakaian, penikmata barang atau jasa dari produsen ke konsumen, 
karena adanya hubungan hukum seperti jual-beli atau sewa-menyewa. Di 
dalam hukum Islam, yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits, maka 
seorang konsumen harus mendapatkan produk yang sesuai dengan 
keadaannya. Sehingga, dalam melakukan transaksi dengan pembeli 
hendaklah penjual (pedagang) harus jujur dalam menunjukkan segala 
kekurangan atau kecacatan produk serta menepati amanat (bertanggung 
jawab).20 
Skripsi Dewi Afidatun Nizmah “Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang 
No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” Fakultas Syari’ah 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2016, temuan dalam skripsi 
ini adalah penerapan tanggung jawab pelaku usaha belum maksimal dalam 
memberikan perlindungan kepada konsumen karena terdapat pembatasan 
waktu dalam memberi penggantian kerugian, yang hanya dibatasi dalam 
kurun waktu tujuh hari setelah transaksi. Pelaku usaha bertanggung jawab 
ganti rugi atas dasar kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa, atau 
perawatan kesehatan dan pemberian santunan, dan tidak menghapuskan 
                                                          
20 Istuti Royani, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan 
Konsumen, Skripsi, (Surakarta: 2010, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta), 
hlm. 70. 
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kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih 
lanjut.21 
Dari beberapa penjelasan penelitian-penelitian terdahulu, yang 
menjadi perbedaan adalah sebagai berikut : 
1. Dalam skripsi  Risa Mayasari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
tahun 2017, “Produk Home Industry Tanpa Tanggal 
Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan 
Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan 
Sekicau Kabupaten Lampung Barat), ia hanya meneliti tentang 
produk home industry yang tidak ada tanggal kadaluwarsanya 
saja. Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti ini tidak hanya 
meneliti tanggal kadaluwarsanya saja, tetapi juga akan meneliti 
keseluruhan seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 
P.IRT (Produk Industri Rumah Tangga). 
2. Skripsi Mey Minanda Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 
2016, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan 
Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa 
Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam skripsi ini 
sama halnya pada skripsi Risa Mayasari yang hanya meneliti 
tentang perlindungan konsumen produk makanan tanpa tanggal 
                                                          
21 Dewi Afidatun Nizmah, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perspektif 
Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen), Skripsi, (Surakarta: 2016, IAIN Surakarta), hlm. 98. 
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kadaluwarsa, serta merupakan studi komparatif yang mana 
ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan dalam 
skripsi yang akan diteliti ini, sebagaimana dijelaskan pada poin 
pertama, tidak hanya meneliti tanggal kadaluwarsanya saja. 
Selain itu, peneliti hanya akan lebih fokus pada tinjauan Maqãsid 
Asy-Syarîah dan juga akan sedikit dikorelasikan dengan Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
3. Skripsi Arti Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin 
Alaudin Makassar tahun 2018, “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak 
Terdaftar BPOM”, dalam skripsinya objek penelitiannya adalah 
pada produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Sedangkan 
skripsi ini objek penelitiannya adalah produk makanan yang 
diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
4. Skripsi Istuti Royani “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam 
Terhadap Perlindungan Konsumen” Fakultas Syari’ah Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2010, dalam skripsi 
ini tinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam 
skripsi ini akan ditinjau lebih spesifik yakni berdasarkan 
Maqãsid Asy-Syarîah. 
5. Dalam skripsi Dewi Afidatun Nizmah “Tanggung Jawab Pelaku 
Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 19 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
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Konsumen)”, dalam skripsi ini hanya meneliti tentang tanggung 
jawab pelaku usaha dalam perspektif hukum Islam dan 
menggunakan studi analisis pada Pasal 19 UUPK. Sedangkan, 
dalam skripsi saya tidak hanya akan membahas pada pasal 19 
UUPK saja, tetapi juga Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, hingga Pasal 19. 
Selain perbedaan-perbedaan di atas, waktu penelitian dan tempat 
penelitian pun juga menjadi perbedaannya, dikarenakan berbeda tempat 
penelitian maka hasilnya pun juga akan berbeda. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 
mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat 
memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai 
sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan.22 
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian 
kualitatif, yang mana dengan cara observasi non partisipan dan wawancara 
semi terstruktur serta dokumen dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, yang berdasarkan kehidupan sebenarnya.23  
 
 
 
                                                          
22 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 96. 
   
23 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007 ), hlm. 5. 
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1. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara 
melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara 
secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan 
yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan 
dengan permasalahan penelitian.24 
Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 
secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data 
primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Sumber 
data primer dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia yang 
diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara observasi, 
wawancara dari sejumlah responden yang telah ditetapkan oleh 
peneliti.25 
Untuk memperoleh data primer, peneliti akan 
mewawancarai secara langsung pihak produsen atau pelaku usaha 
( 5 orang ), pihak konsumen ( 4 orang ). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan 
melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian 
kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah 
                                                          
24 Ibid., hlm. 99. 
   
25 Ibid., hlm. 100. 
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perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh 
dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan 
dengan objek penelitian.26  
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan mengambil lokasi di Kecamatan Polokarto 
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukannya 
dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari sejak diterimanya judul ini 
untuk skripsi, atau setidak-tidaknya hingga data yang diperlukan telah 
tercukupi dan bisa dijadikan acuan untuk menganalisis hasil data 
tersebut. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data, 
yaitu : 
Terdapat dua hal utama yang akan mempengaruhi kualitas data 
hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas 
pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 
validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 
berkenaan ketepatan cara-cara yang dipergunakan untuk 
mengumpulkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik 
pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 
                                                          
26 Ibid., hlm. 99-100. 
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dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan 
gabungan keduanya.27 
a) Interview ( Wawancara ) 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.  
Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi 
terstruktur. Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah 
mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 
diperoleh.28  
b) Observasi ( Pengamatan ) 
Observasi atau pengamatan sebagai teknik pengumpulan 
data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan 
teknik lain. Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 
dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi 
berperan serta) dan non participant observation. Dalam penelitian 
ini peneliti akan menggunakan non participant observation, yang 
                                                          
27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), hlm. 137. 
        
28 Ibid.,  hlm. 138. 
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mana peneliti akan mengamati saja objek penelitiannya tanpa ikut 
campur tangan di dalamnya.29 
c) Dokumen 
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen.30 Dalam mencari sumber data menggunakan dokumen 
dapat dilakukan dengan cara recording, dokumen sendiri, serta 
bukti-bukti yang dapat mendukung penelitian seperti surat P.IRT 
(Surat Pangan Indutri Rumah Tangga), dan lain sebagainya yang 
sesuai dengan ketentuan hukum. 
Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 
peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah 
setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak 
dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.31 
 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
                                                          
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), hlm. 145. 
    
30 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), hlm. 157. 
       
31 Ibid.,  hlm. 216-217. 
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dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami 
oleh diri sendiri ataupun dipahami oleh orang lain. 
Metode analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode 
analisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data 
merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 
data lain yang terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian 
kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi dilakukan dengan 
menginterpretasi tabel-tebel, grafik-grafik atau angka-angka yang ada 
kemudian melakukan uraian dan penafsiran.32 
Di sini peneliti akan menggunakan teknik analisis data dari 
Miles dan Huberman yakni dengan display data atau penyajian data. 
Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi 
disusun , sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan 
kesimpulan. Bentuk penyajian data ini dapat berupa teks naratif, 
matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dengan adanya penyajian data, 
maka akan mempermudah untuk memahami dan merencakan rencana 
                                                          
32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), hlm. 147. 
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kerja yang selanjutnya berdasarkan pemahaman yang telah 
dipahami.33 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi yang akan 
dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisan 
yang akan terdiri dari V bab. Adapun sistem penulisannya adalah sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangkan teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI, dalam bab ini berisi mengenai teori 
hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, hak 
dan kewajiban konsumen, perbuatan-perbuatan  yang dilarang bagi para 
pelaku usaha dan tanggung jawab para pelaku usaha, penjelasan-
penjelasan tentang Maqãsid Asy-Syarî’ah meliputi pengertian Maqãsid 
Asy-Syarî’ah, pembagian Maqãsid Asy-Syarî’ah, hakikat Maqãsid Asy-
Syarî’ah. 
 
                                                          
33 Jalinan Kata, “Tehnik Analisis Data Kualitatif”,diakses dari 
http://www.jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/tehnik-analisis-data-kualitatif/, pada 
tanggal 3 November 2018 pukul 08.30. 
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BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 
PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI 
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO, dalam bab 
ini akan berisi tentang gambaran umum dari Kecamatan Polokarto berupa 
letak geografis, keadaan keagamaan dan keadaan ekonomi masyarakatnya, 
gambaran umum dan pelaksanaan produksinya pada Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo apakah 
sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan 
mencantumkan label komposisi, tanggal kadaluwarsa, serta izin dari Dinas 
Kesehatan atau lembaga kesehatan yang berwenang di daerah setempat 
mengenai keamanan produknya. 
BAB IV : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 
PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 
PERSPEKTIF MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH DI KECAMATAN 
POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO, dalam bab ini akan berisi 
tentang analisis mengenai bentuk perlindungan konsumen produk 
makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  yang ada di Kecamatan 
Polokato Kabupaten Sukoharjo, dan bagaimana perspektif Maqãsid Asy-
Syarî’ah terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. 
BAB V : PENUTUP, dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan 
dan saran-saran, yang mana semua itu adalah akhir dari pengerjaan skripsi. 
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BAB II 
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH 
A. Hukum Perlindungan Konsumen 
 
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika), atau consumen/konsument (Belanda).  Secara 
harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan 
barang dan jasa. Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari 
produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang 
mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan 
atau diperjualbelikan lagi.1 
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.2 
Bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi sebuah produk 
bagaimanapun harus yang halal, baik, dan aman. Karena itu di sinilah 
arti pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai 
                                                          
1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
   
2 Masrukin, Hukum Perlindungan Konsumen, (Surakarta: Tekna Advertise & 
Cetak, 2014), hlm. 15. 
27 
 
 
 
dengan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut 
tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.3 
Cakupan perlindugan konsumen itu dapat dibedakan dalam 
dua aspek, yaitu :4 
a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 
kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 
b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak 
adil kepada konsumen. 
Adapun tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan dan 
pengaturaan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk 
meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak 
langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan 
usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.5 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3, 
disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai 
berikut : 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. 
                                                          
3 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, ( Depok: 
Prenamedia Group, 2018), hlm. 6. 
    
4 Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 
1993), hlm. 152. 
   
5 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis 
dan Perkembangan Pemikiran), (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 18. 
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b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa. 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi. 
Dalam UUPK Pasal 3, penjelasan tersebut senada dengan 
pendapat Abdul Halim Barkatullah, yang dikutip oleh Sihaan dalam 
bukunya “Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung 
Jawab Produk”, pengaturan konsumen dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :6 
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum. 
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan 
kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya. 
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha 
yang menipu dan menyesatkan. 
 
                                                          
6 NHT Sihaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung 
Jawab Produk, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 18. 
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Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting 
dalam hukum Islam, karena Islam melihat bahwa perlindungan 
konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan 
menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkkut 
hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan 
terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan 
kewajiban negara. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen 
mengacu kepada konsep halal dan haram. Serta keadilan ekonomi, 
berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas 
ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan 
terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada 
akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. 7 
 
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen 
Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu 
diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan 
hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang 
berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam 
peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa perlindungan 
konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, 
                                                          
7 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, ( Depok: 
Prenamedia Group, 2018), hlm. 8. 
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dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Berikut 
penjelasan-penjelasan mengenai asas perlindungan konsumen yakni :8 
a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 
dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. 
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
 
                                                          
8 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi 
Halal, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 3-4 
31 
 
 
 
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah 
sebagai berikut :9  
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan 
mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif. 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai 
standar mutu barang atau jasa. 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
(garansi). 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang 
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
                                                          
9 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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Sedangkan hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :10 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
 
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Hak adalah setiap sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal 
yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu.11 
                                                          
10 Sadar, Moch.Taufi, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, 
(Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 33. 
   
11 Nurhasanah, Didik Tumianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 
Bina Sarana Pustaka, 2007),hlm. 222. 
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Berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak konsumen adalah sebagai 
berikut :12 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
i. Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 
                                                          
12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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 Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau 
dilaksanakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban 
berasal dari kata wajib yang mendapat imbuan ke-an, yang mempunyai 
makna harus melakukan, tidak boleh tidak melaksanakan.13 
Sedangkan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :14 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 
Di dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal-
hal yang dilarang bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha dilarang 
memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :   
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
b. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah 
yang tertera dalam label atau etiket barang; dan  
                                                          
13 Nurhasanah, Didik Tumianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 
Bina Sarana Pustaka, 2007), hlm. 831. 
     
14 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
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c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, kondisi, 
jaminan, keistimewaan, yang sesuai dengan label pada barang 
atau jasa tersebut. 
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
g. Tidak mencantumkan tanggal kadarluarsa atau jangka waktu 
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 
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j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 
bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 
Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha 
sesuai dengan pasal 9 dan 10, pasal 11 sampai pasal 17 UUPK itu 
merupakan upaya agar adanya keseimbangan antara pelaku usaha 
dengan konsumen.15 
 
 
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana wajib 
menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, 
                                                          
15 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, ( Depok: 
Prenamedia Group, 2018), hlm. 69-70. 
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memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan 
jawab dan menanggung akibatnya.16 
Pasal 19 UUPK menerangkan bahwa, (1) Pelaku usaha 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti 
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara 
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan 
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai 
adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan 
konsumen.17 
Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usah meliputi :  
                                                          
16 Nurhasanah, Didik Tumianto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT 
Bina Sarana Pustaka, 2007),hlm. 292. 
    
17 Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Akademia, 
2012), hlm. 65. 
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a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran 
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen 
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa 
yang cacat bukan merupakan satu-satunya dari pertanggung jawaban 
pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha 
meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.18 
 
 
B. Maqãsid Asy-Syarî’ah 
1. Pengertian Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Secara bahasa, Maqãsid Asy-Syarî’ah terdiri dari dua kata, yaitu 
Maqãsid dan Syarî’ah. Maqãsid berasal dari bahasa Arab yang 
merupakan jamak dari kata maqsud yang berarti maksud, sasaran, 
prinsip, tujuan, niat, dan tujuan akhir. Sedangkan syarî’ah secara 
bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus 
diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, 
syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketetapan-
ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan 
maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan 
manusia..19 
                                                          
18 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), hlm. 125-126. 
   
19 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 
hlm. 46. 
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Maqãsid Asy-Syarî’ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara’ yang 
tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. 
Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan 
rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syar’ dalam setiap ketentuan 
hukum. Dari definisi tersebut bahwa Maqãsid Asy-Syarî’ah adalah 
tujuan disyari’atkannya suatu hukum dengan tujuan mengambil 
mashlahah dan menolak mafsadah.20 
Menurut Wahbah Zuhaili, yang dikutip oleh Ahmad Sanusi & 
Sohari dalam bukunya yang berjudul “Ushul Fiqh”, mendefinisikan 
Maqasid al-Syari’ah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang 
tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. 
Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (Maqãsid) dan 
rahasia syari’at yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap ketentuan 
hukum.21 
 
2. Dasar Hukum Maqãsid Asy-Syarî’ah 
                    
          : ةیثاخلا )۱۸ ( 
 
                                                          
20 Rial Fuadi, Buku Daras Ushul Fiqh, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 
hlm.104. 
     
21 Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 246. 
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Artinya :  
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 
(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui.22 
 
             : ةیبن لاا )۱۰۷ ( 
 
Artinya : 
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam.23 
 
3. Hakikat Maqãsid Asy-Syarî’ah 
Maslahah merupakan salah satu dari hal yang bersifat keduniaan 
dan akhirat. Menurut asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah itu 
mempunyai kepentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik secara 
respresif ataupun preventif, yang mana berguna untuk kepentingan 
individu dan kepentingan sosial. Syariah dicapai melalui standar pada 
kehendak Allah SWT (pembuat syariah), sehingga muncullah sebuah 
teori Maqãsid Asy-Syarî’ah yang sangat berguna untuk dijadikan 
metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat 
hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.24 
                                                          
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 817. 
      
23 Ibid., hlm. 508. 
   
24M.Noor Matdawam, Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah 
Perkembangannya), (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985), hlm. 36. 
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Dalam pandangan asy-Syathibi, Allah menurunkan syari’at 
(aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan 
menghindari kemadaratan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-
aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan 
manusia itu sendiri. Menurut Mohammad Mufid dalam bukunya 
berjudul “Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari 
Teori ke Aplikasi)” yang mengutip dari Syathibi membagi maqasid 
menjadi tiga tingkatan, yaitu darûriyyãt (primer), hãjjiyyãt (sekunder), 
dan tahsîniyyãt (tersier).25 
a. Darûriyyãt : memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi 
kehidupan manusia. Kebutuhan pokok itu ada lima, yakni agama 
(Hifdẓ al-din), jiwa (Hifdẓ Al-Nafs), harta (Hifdẓ Al-Mãl), 
keturuan (Hifdẓ Al-Nasl ) dan akal (Hifdẓ al-aql).  
b. Hãjjiyyãt : kebutuhan yang tidak bersifat essensial, melainkan 
kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan 
hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam 
lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan 
kesulitan bagi mukalah. Kelompok ini erat kaitannya dengan 
rukhsah. 
c. Tahsîniyyãt : kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
manusia dalam masyarakat dam dihadapan Tuhannya sesuai 
kepatuhan. 
                                                          
25 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari 
Teori ke Aplikasi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171-172. 
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4. Pembagian Maqãsid Asy-Syarî’ah 
a. Memelihara Agama (Hifdẓ al-Din) 
1) Memelihara agama dalam peringkat darûriyyãt, yaitu 
memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan 
yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima 
waktu. Jikalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah 
eksistensi agama. 
2) Memelihara agama dalam tingkat hãjjiyyãt, yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari 
kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang 
sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan 
maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan 
hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. 
3) Memelihara agama dalam peringkat tahsîniyyãt, yaitu 
mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat 
manusia. 
b. Memelihara Jiwa (Hifdẓ al-Nafs) 
1) Memelihara jiwa dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 
mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok diabaikan, 
maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 
2) Memelihara jiwa, dalam peringkat hãjjiyyãt, seperti 
diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan 
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lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan 
mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit 
hidupnya. 
3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya 
berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak 
akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun 
mempersulit kehidupan seseorang.26 
c. Memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql) 
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat;  
1) Memelihara akal dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
diharamkan meminum-minuman keras dan sebagainya. Jika 
ketentuan ini tidak dilanggar, maka akan berakibat 
terancamnya eksistensi akal;  
2) Memelihara akal dalam peringkat hãjjiyyãt, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu 
dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan 
mempersulit dirinya sendiri yang berkaitan dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan;  
                                                          
26 Mardani, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia), 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 22-23. 
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3) Memelihara akal dalam peringkat tahsîniyyãt, seperi 
menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan 
etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.27 
d. Memelihara Keturunan ( Hifdẓ al-Nasl) 
1) Memelihara keturunan dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 
2) Memelihara keturunan dalam peringkat hãjjiyyãt, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 
waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. 
3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti 
disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini 
dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika 
hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi 
keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan 
perkawinan.28 
e. Memelihara Harta (Hifdẓ al-Mal) 
1) Memelihara harta dalam peringkat darûriyyãt, seperti 
disyari’atkan tata cara kepemilikan harta dan larangan 
                                                          
27 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari 
Teori ke Aplikasi), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 172-173. 
   
28 Mardani, Ushul Fiqh, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 340. 
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mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. 
Apabila dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi 
manusia. 
2) Memelihara harta dalam peringkat hãjjiyyãt, seperti 
disyari’atkan jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak 
dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, akan 
tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal. 
3) Memelihara harta dalam peringkat tahsîniyyãt, seperti adanya 
ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini 
berkaitan dengan etika bisnis, dan akan berpengaruh pada sah 
atau tidaknya jual-beli itu.29 
Ketika kelima hal tersebut dapat terealisasikan atau terwujud, 
maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di 
dunia maupun di akhirat, sehingga akan memberikan maslahah.30 
                                                          
29 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011), hlm. 167-168. 
  
30 Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 66-67. 
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BAB III 
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO 
KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN POLOKARTO 
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
A. Gambaran Umum Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
1. Letak Geografis 
Polokarto merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo dengan luas wilayah 6.218 Ha (13.32 % dari 
luas wilayah Kabupaten Sukoharjo). Kecamatan Polokarto sendiri 
merupakan wilayah yang terletak di dataran tinggi yaitu dengan 
ketinggian 96 m di atas permukaan laut. Jarak dari Barat ke Timur 20 
Km, jarak dari Utara ke Selatan 8 Km, dan jarak dari Ibukota 
Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Sukoharjo 9 Km.1 
Kecamatan Polokarto terbagi dalam tujuh belas desa yaitu 
Pranan, Bugel, Karangwuni, Ngombakan, Bakalan, Godog, Kemasan, 
Kenokorejo, Tepisari, Bulu, Rejosari, Polokarto, Mranggen, Wonorejo, 
Jatisobo, Kayuapak, dan Genengsari, dengan jumlah penduduk sebesar 
75.362 jiwa, yang mana terdiri dari 37.402 penduduk laki-laki dan 
37.960 penduduk perempuan yang tercatat pada tahun 2017.2 
                                                          
1 Koordinator Statistik Kecamatan Polokarto, Kecamatan Polokarto Dalam 
Rangka 2018, (Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2018), hlm. 2-3. 
     
2 Ibid., hlm. 13-22. 
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Adapun batas-batas Kecamatan Polokarto adalah sebagai berikut :3 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mojolaban 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karangnyar 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bendosari 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol 
2. Kehidupan Keagamaan dan Keadaan Ekonomi 
a. Kehidupan Keagamaan 
Jumlah penduduk Kecamatan Polokarto menurut pemeluk 
agama pada tahun 2017, yakni :4 
Tabel 1 
Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2017 
NO AGAMA JUMLAH 
1 Islam 75101 
2 Protestan 164 
3 Katholik 90 
4 Hindu 0 
5 Budha 7 
6 Lain-Lain 0 
 Jumlah 75362 
Sumber : data yang diolah dari BPS Sukoharjo 
                                                          
3 Koordinator Statistik Kecamatan Polokarto, Kecamatan Polokarto Dalam 
Rangka 2018, (Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2018), hlm. 3. 
      
4 Ibid., hlm.47-48. 
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b. Keadaan Sosial Ekonomi 
Keadaan sosial ekonomi Kecamatan Polokarto sebagian besar 
ditopang oleh toko kelontong, kedai makanan, dan usaha rumahan baik 
berskala mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan jumlah sarana 
perekonomian menurut desa tahun 2016 tercatat 605 toko kelontong, 
390 kedai makanan, dan sebanyak 654 Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah.5 
 
B. Pelaksanaan Produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha, diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
1. Berdasarkan Profil Usaha 
Tabel 2 
Profil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Az-Zahra Snack Usaha ini beralamatkan di Dukuh Mranggen 
RT.03/RW.05, Desa Mranggen, Kecamatan 
Polokarto. Berdiri sejak tahun 2007. Pemilik usaha 
bernama Bapak Mardiyanto. Usaha ini 
memproduksi keripik seperti cumi-cumi, stik, 
makaroni, krupuk pedas, dan aneka snack lainnya. 
                                                          
5 Koordinator Statistik Kecamatan Polokarto, Kecamatan Polokarto Dalam 
Rangka 2018, (Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo, 2018), hlm. 56-57. 
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Modal awal dalam memulai usaha ini berkisar Rp 
1.500.000,00, dan mempunyai karyawan 6 orang.6 
Roti Kinasih Usaha yang bergelut dalam pembuatan roti ini 
beralamatkan di Dukuh Godog RT.03/RW.IV, Desa 
Godog, Kecamatan Polokarto. Pemilik usaha ini 
bernama Bapak Teguh Hartanto. Usaha yang modal 
awalnya sekitar Rp 500.000,00 ini memproduksi 
roti dengan kategori suguhan dan berkatan, di mana 
untuk suguhan terdiri dari bolu gulung, lapis legit, 
wingko babat, tiramisu, mandarin, dan mini roll. 
Sedangkan untuk kategori roti berkatan terdiri dari 
roti krumpul, bolu air, roti kacang, semprongan, 
bagelen, dan biskuit.7 
Ammar Bakery Ammar Bakery merupakan sebuah Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah yang bergerak di bidang 
pembuatan roti. Pemiliknya adalah Bapak Agus 
Mursito. Usaha yang didirikan sejak tahun 2004 ini 
beralamatkan di Mranggen RT.03/RW.05, 
Mranggen, Polokarto. Roti yang diproduksi 
beraneka ragam diantaranya adalah roti pasaran, roti 
                                                          
6 Mardiyanto, wawancara pribadi, Snack “Az-Zahra”, 22 Desember 2018, 
pukul 09.15 WIB. 
   
7 Teguh Hartanto, wawancara pribadi, Roti Kinasih, 24 Desember 2018, 
pukul 10.45 WIB. 
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uleh-uleh, roti brownis, dan roti kering. Usaha yang 
bermodal awalkan sekitar Rp 500.000,00.8 
Wader Bu Heni Usaha wader yang digeluti Bu Heni ini diberi nama 
Wader “Bu Heni”. Usaha yang dirintis sejak 14 
tahun silam ini beralamat di Dukuh Lemahbang 
RT.04/RW.10, Desa Mranggen, Kecamatan 
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Selain wader, Ibu 
Heni juga memproduksi udang goreng, ikan laut 
goreng, dan patin goreng.  Akan tetapi, produk 
utamanya adalah wader goreng. Usaha yang 
mempunyai tiga orang karyawan ini, setiap hari 
harus mengeluarkan modal kurang lebih Rp 
700.000,00.9 
 
Wader Sriyanto Usaha Wader Bapak Sriyanto berdiri sejak tahun 
2003 silam dan beralamatkan di Dukuh Lemahbang 
RT.02/RW.III, Desa Bakalan, Kecamatan 
Polokarto. Produk olahannya berupa wader goreng, 
udang, dan ikan laut, tetapi produk utamanya adalah 
                                                          
8 Agus Mursito, wawancara pribadi, Ammar Bakery, 29 Maret 2019, pukul 
09.30 WIB. 
    
9 Heni Wulandari, wawancara pribadi, Wader “Bu Heni”, 20 Januari 2019, 
pukul  10.15 WIB. 
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wader goreng. Usaha yang modal awalnya sebesar 
Rp 500.000,00.10 
 
2. Berdasarkan Legalitas Produk 
Tabel 3 
Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Az-Zahra Snack Az-Zahra Snack hanya mengantongi izin P.IRT 
(Pangan Industri Rumah Tangga) dan Sertifikat 
Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinas 
Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saja.11  
Roti Kinasih Produk usaha Roti “Kinasih” ini sudah memiliki 
sertifikasi produksi P.IRT (Pangan Industri Rumah 
Tangga) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, akan tetapi 
belum memiliki Sertifikasi Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP). Selain P.IRT, Bapak Teguh Hartanto 
mengungkapkan bahwa usahanya ini sebenarnya 
sedang dalam proses mencari sertifikasi Halal MUI, 
                                                          
10 Sriyanto, wawancara pribadi, Wader Sriyanto, 20 Januari 2019, pukul 
16.00 WIB 
   
11 Mardiyanto, wawancara pribadi, Snack “Az-Zahra”, 22 Desember 2018, 
pukul 09.15 WIB. 
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namun belum keluar atau belum diterbitkan oleh 
pihak yang berwenang.12 
Ammar Bakery Ammar Bakery dalam menjalankan usahanya hanya 
memiliki surat perizinan berupa P.IRT (Pangan 
Industri Rumah Tangga) saja, sedangkan untuk 
SIUP dan sertifikasi halalnya belum memiliki.13 
Wader Bu Heni Usaha yang bergelut dalam bidang wader ini belum 
memiliki perizinan usaha, baik P.IRT (Pangan 
Industri Rumah Tangga), ataupun SIUP (Surat Izin 
Usaha Perdagangan).14  
Wader Sriyanto Sama seperti Wader Bu Heni, usaha Wader Sriyanto 
ini juga belum memiliki perizinan usaha sama 
sekali, baik P.IRT (Pangan Industri Rumah 
Tangga), ataupun SIUP (Surat Izin Usaha 
Perdagangan).15 
 
 
                                                          
12 Teguh Hartanto, wawancara pribadi, Roti Kinasih, 24 Desember 2018, 
pukul 10.45 WIB. 
   
13 Agus Mursito, wawancara pribadi, Ammar Bakery, 29 Maret 2019, pukul 
09.30 WIB. 
  
14 Heni Wulandari, wawancara pribadi, Wader “Bu Heni”, 20 Januari 2019, 
pukul  10.15 WIB. 
    
15 Sriyanto, wawancara pribadi, Wader Sriyanto, 20 Januari 2019, pukul 
16.00 WIB 
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3. Berdasarkan Kualitas Produk 
Tabel 4 
Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Az-Zahra Snack Dalam proses pembuatan snack, Pak Mardiyanto 
menggunakan bahan-bahan utama seperti tepung 
terigu, bawang putih, MSG, garam, gula, air, tepung 
tapioka dan minyak goreng. Selain itu, untuk 
membuat krupuk pedas, beliau menambahkan 
bumbu aneka rasa, seperti balado dan cabe bubuk. 
Dalam kemasan produk “Az-Zahra” Snack hanya 
mencantumkan komposisi bahannya. Sedangkan 
untuk kode produksi dan tanggal kadaluwarsanya 
tidak dicantumkan. Tentunya hal ini akan 
menimbulkan pertanyaan sampai kapan produk ini 
layak untuk dikonsumsi. Menurut penuturan Bapak 
Mardiyanto, produknya ini bertahan kurang lebih 
selama tiga bulan, yang mana apabila sudah 
kadaluwarsa maka akan terjadi perubahan dalam 
produknya seperti warnanya berubah yang awalnya 
berwarna merah kekuningan-an menjadi warna 
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putih, serta produk menjadi tidak renyah ketika 
dikonsumsi.16 
Roti Kinasih Usaha yang hanya memproduksi banyak ketika ada 
pesanan ini, dalam pengemasannya belum 
mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Beliau 
menuturkan bahwa roti produksinya bertahan hanya 
3-5 hari saja. Rotinya ini apabila sudah tidak layak 
konsumsi maka akan timbul jamur di dalam rotinya. 
Namun, walaupun belum mencantumkan tanggal 
kadaluwarsanya, paling tidak sudah mencantumkan 
komposisi bahannya.17 
Ammar Bakery Produk Ammar Bakery dalam kemasannya hanya 
mencantumkan nomor P.IRT nya saja, sedangkan 
untuk komposisi bahan serta tanggal 
kadaluwarsanya tidak dicantumkan. Alasan tidak 
mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan komposisi 
bahannya adalah biasanya produk-produk home 
industry hanya mencantumkan P.IRT saja. Daya 
tahan roti yang diproduksi oleh Bapak Agus untuk 
                                                          
16 Mardiyanto, wawancara pribadi, Snack “Az-Zahra”, 22 Desember 2018, 
pukul 09.15 WIB. 
     
17 Teguh Hartanto, wawancara pribadi, Roti Kinasih, 24 Desember 2018, 
pukul 10.45 WIB. 
    
55 
 
kategori roti basah hanya bertahan lima sampai satu 
minggu, sedangkan untuk roti kering mampu 
bertahan sampai 6 bulan lamanya.18 
Wader Bu Heni Berbicara mengenai kualitas produk, Wader “Bu 
Heni” ini dikemas dengan menggunakan mika 
plastik yang dapat memuat 2 gram wader. Selain 
itu, beliau juga menjual kiloan yang dikemas dalam 
plastik, tergantung pesanan pesan berapa kilo. 
Dalam kemasan siap edar, Wader “Bu Heni” ini 
belum mencantumkan kode produksi, komposisi 
bahan, hingga tanggal kadaluarsanya. Usaha yang 
belum mengurus perizinan ini tetunya juga tidak 
mencantumkan label izin usaha. Bu Heni 
mengatakan bahwa produknya ini mampu bertahan 
1-2 bulan. Apabila produknya ini sudah tidak layak 
untuk dikonsumsi, maka wader akan menjadi 
lembek.19 
Wader Sriyanto Produk wader Bapak Sriyanto ini dijual dengan 
kemasan per satu kilogram dengan harga Rp 
                                                          
18 Agus Mursito, wawancara pribadi, Ammar Bakery, 29 Maret 2019, pukul 
09.30 WIB. 
      
19 Heni Wulandari, wawancara pribadi, Wader “Bu Heni”, 20 Januari 2019, 
pukul  10.15 WIB. 
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50.000,00 dan 7.5 gram dengan harga Rp 4000,00 – 
Rp 5000,00. Wader-wader tersebut dikemas 
seadanya menggunakan plastik mika saja. Namun, 
dalam kemasan produk belum tertera izin usaha, 
P.IRT, dan tanggal kadaluwarsa. Hal tersebut 
sebenarnya sangat disayangkan, mengingat akan 
prospek usaha yang digeluti Bapak Sriyanto sangat 
menjanjikan.20 
Sumber : Wawancara Pribadi Para Pelaku Usaha 
 
 
                                                          
20 Sriyanto, wawancara pribadi, Wader Sriyanto, 20 Januari 2019, pukul 
16.00 WIB 
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BAB IV 
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN USAHA MIKRO 
KECIL DAN MENENGAH PERSPEKTIF MAQÃSID ASY-SYARÎ’AH DI 
KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO 
Dalam bab ini akan berisi tentang analisis mengenai bentuk perlindungan 
konsumen produk makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  yang ada di 
Kecamatan Polokato Kabupaten Sukoharjo, dan bagaimana perspektif Maqãsid 
Asy-Syarî’ah terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 
A. Bentuk Perlindungan Konsumen Pada Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah  
1. Analisis Berdasarkan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan 
Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai 
berikut : 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini para 
pelaku usaha UMKM ada yang sudah memenuhi kewajiban ini dan 
ada yang belum, dibuktikan dengan para pelaku usaha dalam 
memproduksi usahanya ada sebagian yang sudah memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan 
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barang, perbaikan dan pemeliharaan. Memberikan informasi yang 
benar, jelas, dan jujur ini merupakan salah satu itikad baik pelaku 
usaha agar tidak menyesatkan konsumen dalam mengkonsumsi 
produk olahannya. Untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha yang 
belum terpenuhi semuanya dalam memberikan informasi yang benar 
mengenai hasil produksinya, maka berdasarkan sampel dengan 
responden 5-6 pelaku usaha didapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 5 
Pemenuhan Pencantuman Informasi Produk UMKM 
 Az-
Zahra 
Snack 
Roti 
Kinasih 
Wader 
Bu Heni 
Wader  
Sriyanto 
Ammar 
Bakery 
Nama Usaha √ √ - - √ 
Komposisi  √ √ - - - 
Alamat  √ √ - - √ 
Kode 
Produksi 
- - - - - 
Tanggal 
Kadaluwarsa 
- - - - - 
P.IRT √ √ - - √ 
Halal MUI - Proses - - - 
Sumber : Hasil wawancara pribadi para pelaku usaha 
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Dilihat dari data hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa 
pelaku usaha masih ada yang belum mengantongi izin usaha baik 
berupa sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas 
Kesehatan setempat maupun sertifikat SIUP (Surat Izin Usaha 
Perdagangan) dan sertifikat Halal MUI. Selain itu, dalam kemasan 
produk-produknya sebagian besar pelaku usaha belum 
mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu 
melenceng dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Padahal 
sejatinya konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa (sesuai Pasal 4 ayat (c) UUPK). Selain hak tersebut, 
konsumen juga mempunyai hak diantaranya adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat (a) UUPK). 
b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif. Dalam hal ini para pelaku usaha mengaku tidak 
membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanannya. 
Selain pelayanannya, para pelaku usaha tersebut juga tidak 
membeda-bedakan dalam jaminan mutu produknya kepada 
konsumen. 
c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai 
standar mutu barang atau jasa. Para pelaku usaha tidak 
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diperbolehkan menggunakan bahan-bahan baik bahan utama atau 
bahan tambahan yang dilarang. Dalam hal ini, para pelaku usaha 
UMKM dapat dikatakan ada sudah memenuhi kewajiban ini. Bagi 
yang sudah memenuhi kewajiban ini dibuktikan dengan sudah 
mempunyai legalitas usaha P.IRT, yang mana untuk mendapatkan 
legalitas tersebut, para pelaku usaha diwajibkan mengecek terlebih 
dahulu produknya di laboratorium Dinas Kesehatan. Sedangkan bagi 
yang belum menjamin mutu barang dan/atau jasanya atau kurang 
terjamin produknya, dibuktikan dengan belum adanya legalitas 
apapun dalam usaha yang dijalankan pelaku usaha tersebut. 
d. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang 
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. Mengenai ganti rugi, para pelaku usaha 
sudah memenuhi kewajiban ini. Para pelaku usaha mengaku akan 
mengganti semua produk apabila produk yang diterima oleh 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen 
selama hal ini merupakan kelalaian dari si pelaku usaha sendiri. 
 
2. Analisis Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 
Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, membahas mengenai perbuatan yang dilarang 
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bagi pelaku usaha yakni salah satunya adalah tidak memenuhi atau tidak 
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (pasal 1 poin a) dan tidak memasang label atau 
membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi 
bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 
penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin 
i), serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (pasal 1 poin j).1  
Dari uraian-uraian tersebut, baik produk makanan ataupun obat-
obatan diwajibkan mencantumkan sebuah label pada kemasannya. Label 
tersebut harus memuat nama makanan atau merk dagang, komposisi, isi 
netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau 
mengedarkan, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, 
atau bahkan nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan. 
Apabila tidak bisa memuat semuanya, paling tidak dalam kemasan 
dimuat nama makanan, komposisi, kode produksi, tanggal kadaluarsa dan 
alamat pembuatan.2 Dalam pemberian label pun harus secara benar dan 
akurat. Hal ini harus sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan di atas. 
                                                          
1 Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
       
2 Sudaryanto, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 1999), hlm. 14. 
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Para pelaku usaha UMKM yang peneliti teliti ada sebagian sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan 
mencantumkan label pada kemasannya. Namun, hal tersebut belum 
sepenuhnya sesuai, karena dalam pencantuman label produknya hanya 
mencantumkan nama usaha, nomor legalitas usaha (bagi yang sudah 
mendaftarkan), komposisi, dan alamat usaha. Kebanyakan pelaku usaha 
belum mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluarsanya. 
Informasi mengenai kode produksi dan tanggal kadaluarsa sangatlah 
penting bagi konsumen, karena dari sinilah konsumen tahu apakah 
makanan yang akan ia konsumsi tersebut masih layak untuk dikonsumsi 
atau tidak. Padahal suatu produk makanan dapat mengalami penurunan 
mutu dalam jangka waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal 
kadaluarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan dan 
membahayakan kesehatan manusia. Peraturan mengenai produk makanan 
kadaluarsa selain dalam UUPK juga diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Jadi apabila tidak 
mencantumkan label, darimana konsumen mengetahui semua hal-hal 
mengenai informasi netto, berat bersih, ukuran, takaran, mutu, 
sebagaimana disebutkan di atas. 
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3. Analisis Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam 
hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen 
sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang 
bertanggung jawab atas produk-produk tersebut dan seberapa jauh 
tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. 
Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai 
berikut : 
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi.  
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
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berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan.  
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen.3 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 19 di atas para pelaku 
usaha UMKM di Kecamatan Polokarto (yang sudah peneliti wawancara)  
mengaku akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian bagi 
konsumen yang berasal dari kelalaian produk yang diproduksinya. 
Tanggung jawab berupa ganti rugi yang mana dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Seperti penuturan Bapak Mardiyanto, beliau mengatakan bahwa 
ketika makanan yang diproduksinya itu bermasalah dan mendapat klaim 
dari konsumen, maka Bapak Mardiyanto akan memperbaiki kualitas 
produk tersebut. Ketika produknya terdapat cacat pada kemasan atau 
menyebabkan kerugian bagi konsumen beliau akan mengganti produk-
produk yang cacat tersebut, dan akan bertanggung jawab atas segala 
                                                          
3 Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Akademia, 
2012), hlm. 65. 
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kerugian-kerugian yang lainnya.4 Sama halnya yang dilakukan oleh 
Bapak Mardiyanto, para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Polokarto 
juga menuturkan hal yang sama, apabila terjadi kerugian yang 
disebabkan oleh produk yang diproduksinya dan selama mendapat klaim 
atau protes dari konsumen, maka si pelaku usaha akan mengganti semua 
kerugian yang terjadi kepada konsumen selama pihak yang bersangkutan 
tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan berasal 
darinya. 
Lain halnya dengan konsumen, para konsumen yang pernah 
mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan dari 
UMKM yang mana dalam pelabelan kurang adanya informasi yang jelas 
terhadap produk yang dibuatnya, maka konsumen-konsumen tersebut 
bingung dan tidak tahu harus ke mana mereka menuntut ganti rugi akibat 
makanan yang dikonsumsinya kurang terinformasi jaminan mutunya. 
   
B. Analisis Perlindungan Konsumen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah. 
Dalam Maqãsid Asy-Syarî’ah perlindungan konsumen terhadap 
produk makanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan 
kebutuhan darûriyyãt, karena pada dasarnya kebutuhan darûriyyãt 
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat terbagi 
menjadi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, 
                                                          
4 Mardiyanto, wawancara pribadi, Snack “Az-Zahra” , 22 Desember 2018, pukul 
09.15 WIB. 
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keturunan, dan harta. Akan tetapi, kemaslahatan paling utama dan 
berkaitan dengan produk UMKM di sini adalah untuk memelihara jiwa 
(Hifdẓ Al-Nafs), dikarenakan hak pertama dan paling utama yang 
diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh 
dihancurkan kemuliaannya dan hak hidup ini berkaitan dengan jiwa 
manusia. Dalam produk makanan olahan apabila kurang terjamin 
mutunya dan kemudian menyebabkan konsumen mengalami keracunan 
dan sakit, maka secara tidak langsung jiwa konsumen sedang terancam. 
Padahal tidak diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk 
yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari 
Maqãsid Asy-Syarîah adalah untuk melindungi jiwa. 
Maka dari itu, Islam tidak menutup kemungkinan bahwa untuk 
memproduksi suatu barang dan/atau jasa mempertimbangkan untuk 
siapa produk tersebut diproduksi dan akan menentukan apa yang akan 
pelaku usaha produksi. Mengacu pada konsep maslahah yang 
merupakan tujuan dari Maqãsid Asy-Syarî’ah proses produksi berkaitan 
dengan produsen dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja, 
tetapi menjadikan maslahah sebagai tolak ukur sehingga tidak akan 
memproduksi barang atau jasa yang tidak sejalan dengan Maqãsid Asy-
Syarî’ah.  
Selain berkaitan dengan memelihara jiwa, konsep Maqãsid Asy-
Syarî’ah dalam perlindungan konsumen terhadap produk UMKM 
lainnya adalah guna untuk memelihara agama (Hifdẓ al-Din), 
67 
 
 
 
memelihara keturunan (Hifdẓ Al-Nasl), memelihara harta (Hifdẓ Al-
Mãl), dan memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql). 
1. Memelihara Agama (Hifdẓ al-Din) 
Pelaku usaha ketika akan menjual produk yang mayoritas 
penduduknya beragama Muslim haruslah memperhatikan aspek 
halalan tayyiban dari produk yang akan dijualnya. Mengingat 
banyaknya penduduk di Indonesia adalah Muslim, tentunya dalam 
mengkonsumsi suatu produk juga harus diperhatikan kehalalannya, 
baik itu produk kosmetik, makanan, dan produk-produk lainnya. 
Dengan memperhatikan kehalalan suatu produk, secara tidak 
langsung sebagai umat Muslim tentunya ikut menjaga agama yang 
dianut, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Al-
Qur’an, karena dalam QS. Al-Maidah ayat 88, “Dan makanlah 
makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya.” sudah jelas disebutkan dalam artinya bahwa sebagai 
umat Muslim diperintahkan untuk memakan suatu makanan yang 
halal dan tidak dilarang dalam agama. 
Dalam konsep halal, aspek produksi haruslah menerapkan 
landasan tauhid. Selain mengejar keuntungan duniawi semata tetapi 
juga harus memperhatikan aspek akhiratnya. Tidak hanya mengejar 
keuntungan semata namun aspek tanggung jawab juga mesti 
diperhatikan, mengingat lebih baik. 
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Dalam Maqãsid Asy-Syarî’ah, Hifdẓ al-Din atau memelihara 
agama dalam proses produksi hingga konsumsi dalam industri halal 
haruslah diperhatikan, sehingga mulai dari proses hingga hasil dari 
produksinya berupa produk yang terjamin mutunya melalui adanya 
sertifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang 
berwenang dalam mengeluarkan izin halal sebuah produk maupun 
jasa. 
2. Memelihara Jiwa (Hifdẓ Al-Nafs) 
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam 
adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan 
kemuliaannya. Dalam produk makanan yang kurang terinformasi 
dan tidak terdapat labelnya seperti kode produksi, tanggal 
kadaluarsa, komposisi bahannya, serta kehalalan produk tersebut, 
maka dikhawatirkan akan membahayakan diri konsumen. 
Penyelenggaraan jaminan produk yang sesuai dengan standar mutu 
dan barang serta kehalalan bertujuan untuk memberikan keamanan, 
kenyamanan, keselamatan, dan kepastian produk yang akan 
dikonsumsinya. Konsumen yang mengkonsumsi makanan yang 
mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi tentunya ketika 
mengalami gangguan kesehatan maka hal ini akan mengancam 
keselamatan jiwanya. Dalam kasus produk makanan yang sudah 
kadaluwarsa tetapi masih tetap dikonsumsi secara tidak langsung 
akan menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya mual, muntah 
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dan diare. Apabila mengalami gangguan kesehatan yang 
berkepanjangan akibat salah mengkonsumsi produk makanan yang 
kurang terinformasi sehingga harus menjalani perawatan di rumah 
sakit, maka tidak hanya keselamatan jiwa yang terancam, 
keturunan dan hartanya pun akan ikut terancam. 
Selain memperhatikan konsep kehalalan produk, 
perlindungan jiwa dapat diwujudkan oleh konsumen dengan juga 
memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan. 
Dengan makanan yang terjamin mutunya, secara tidak langsung 
sudah membantu manusia memenuhi haknya yakni hak untuk 
mempertahankan hidup. 
3. Memelihara Keturunan (Hifdẓ Al-Nasl) 
Memelihara keturunan dalam tingkat darûriyyãt adalah 
seperti disyari’atkannya untuk nikah dan dilarang berzina. Namun 
lain halnya dalam konteks perlindungan konsumen, di sini 
konsumen diharuskan memilih atau mengkonsumsi produk yang 
tidak akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Apabila 
konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk dan 
menyebabkan celaka bagi dirinya dan mungkin anggota 
keluarganya, maka selain mengancam jiwa hal ini juga akan 
mengancam keturunannya apabila yang dikonsumsinya tersebut 
menyebabkan keracunan. 
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4. Memelihara harta (Hifdẓ Al-Mãl) 
Memelihara harta dalam perlindungan konsumen adalah 
menghindarkan diri dari adanya unsur penipuan, hal ini berkaitan 
dengan etika bisnis. Mengingat harta adalah hal yang sangat 
penting dan berharga, namun dalam Islam dilarang mendapatkan 
harta secara bathil.5  Hal ini juga berlaku bagi para pelaku usaha. 
Para pelaku usaha tidak diperkenankan memproduksi yang tidak 
sesuai dengan ketentuan Islam. Dari hasil produksi tersebut 
menghasilkan pundi-pundi harta. Ketika pelaku usaha menjalankan 
usahanya secara bathil maka hasilnya juga dapat dikatakan 
diperoleh secara bathil juga. 
 Selain itu, sebagai konsumen dalam membelanjakan 
hartanya tidak ada unsur keterpaksaan. Dalam perlindungan 
konsumen, ketika konsumen mengkonsumsi produk makanan yang 
kurang terjamin mutu dan kualitas sehingga menyebabkan kerugian 
baginya seperti sakit hingga diharuskan menjalankan perawatan di 
rumah sakit, maka hal ini akan membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit bagi konsumen. Maka hal ini, pelaku usaha yang tidak 
memenuhi ketentuan produksi seharusnya bertanggung jawab atas 
hal tersebut. Dikarenakan, secara tidak langsung hal tersebut 
mengancam harta konsumen, yang digunakan untuk membiayai 
                                                          
5 Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, Economic : 
Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol 3 No 2, hlm. 80. 
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rumah sakit akibat mengkonsumsi makanan yang kurang terjamin 
mutunya, dan tidak terdapat labelnya. 
5. Memelihara Akal (Hifdẓ al-‘Aql) 
Akal merupakan suatu hal yang membedakan kita dengan 
makhluk Allah lainnya.  Dengan akal manusia dapat berfikir, di 
sinilah eksistensi akal. Dalam konteks perlindungan konsumen, 
akal berfungsi untuk membantu konsumen dalam memilih suatu 
produk yang sesuai dengan ketentuan. Tanpa akal konsumen akan 
kesulitan dalam memilih produk yang dijual oleh pelaku usaha. 
Akal juga mencegah pemiliknya untuk menjauhi perbuatan buruk 
dan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan Undang-
Undang. Manusia dengan menggunakan akal dan pikirannya, maka 
akan diperoleh rasa aman, damai dan tenang dalam hidupnya. 
Konsumen dalam mengkonsumsi makanan diwajibkan 
memilih makanan yang tidak memabukkan. Dalam Islam dilarang 
mengkonsumsi segala hal yang memabukkan, sebab hal yang 
memabukkan dapat merusak akal dan pikiran orang yang 
mengkonsumsinya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah menjelaskan dan menganalisis berdasarkan fakta-fakta dan 
uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya 
mengenai perlindungan konsumen pada produk makanan UMKM di 
Kecamatan Polokarto maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bentuk perlindungan konsumen pada produk makanan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 
berdasarkan analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan 
konsumen yang sudah terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang 
No 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
a. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif. 
b. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
(garansi). 
c. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang 
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
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Sedangkan yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah 
sebagai berikut :  
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan 
mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan. 
c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai 
standar mutu barang atau jasa. 
Kemudian, berdasarkan analisis pasal 19 tentang tanggung 
jawab pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen, para 
pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana 
maksud yang tertera dalam pasal tersebut, dibuktikan dengan para 
pelaku usaha juga memberikan kompensasi ganti rugi kepada 
konsumen akibat mengkonsumsi produknya, dan ganti kerugian 
tersebut berupa pemberian sejumlah uang sesuai dengan total 
kerugian yang dialami konsumen dan berupa penggantian produk 
selama hal ini merupakan kelalaian dari si pelaku usaha sendiri. 
2. Perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah terhadap perlindungan konsumen 
pada produk makanan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di 
Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo adalah tidak 
diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat 
membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari Maqãsid 
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Asy-Syarîah adalah untuk melindungi jiwa. Apabila produk yang 
dikonsumsi kurang terjamin mutunya dan kemudian menyebabkan 
seseorang sakit, secara tidak langsung keselamatan jiwa mereka 
sedang terancam. Hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam khususnya 
perspektif Maqãsid Asy-Syarî’ah. Selain untuk melindungi jiwa, 
pentingnya jaminan produk hasil usahanya juga untuk melindungi 
memelihara agama (Hifdẓ al-Din), memelihara keturunan (Hifdẓ Al-
Nasl), memelihara harta (Hifdẓ Al-Mãl), dan memelihara Akal (Hifdẓ 
al-‘Aql). 
 
B. Saran 
Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya yang tentunya 
terdapat banyak kekurangan dalam perlindungan konsumen produk 
makanan UMKM, maka saran yang harus diperbaiki untuk proses 
produksinya dan pemasarannya adalah sebagai berikut :  
1. Para pelaku usaha (produsen) Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dalam memproduksi suatu produk makanan haruslah 
sesuai dengan jaminan standar mutu dan barang. Pencantuman 
label pada produknya sangat diperlukan mulai dari nama usaha, 
alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal kadaluarsa 
hingga kehalalannya. Mengingat hal ini akan memberikan 
informasi yang gamblang kepada konsumen, sehingga konsumen 
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merasa aman, nyaman, serta tidak merasa dirugikan dalam 
mengkonsumsinya. 
2. Sebelum mengkonsumsi suatu produk baik barang dan/atau jasa, 
hendaklah konsumen harus menjadi konsumen yang teliti dan 
cerdas. Mengantisipasi kemungkinan buruk sesuatu yang akan 
merugikan diri konsumen sendiri. Telitilah sebelum membeli. 
3. Diperlukan peran Pemerintah dalam melakukan pengawasan 
peredaran produk pangan. Tidak hanya berfokus pada 
peredarannya, namun proses pembuatannya perlu dikaji, apakah 
pangan tersebut sudah sesuai dengan standar jaminan mutu. 
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2. Sumber Wawancara  
Mardiyanto, wawancara pribadi, Snack “Az-Zahra” , 22 Desember 2018, pukul 
09.15 WIB. 
Teguh Hartanto, wawancara pribadi, Roti Kinasih, 24 Desember 2018, pukul 
10.45 WIB. 
Heni Wulandari, wawancara pribadi, Wader “Bu Heni”, 20 Januari 2019, pukul  
10.15 WIB. 
Sriyanto, wawancara pribadi, Wader Sriyanto, 20 Januari 2019, pukul 16.00 
WIB. 
Agus Mursito, wawancara pribadi, Ammar Bakery, 29 Maret 2019, pukul 09.30 
WIB. 
Warsini, wawancara pribadi,  24Februari 2019, pukul 16.45 WIB. 
Nurul Nur Azizah, wawancara pribadi, 25 Februari 2019, pukul 21.30 WIB. 
Putri Yunia, wawancara pribadi, 27 Februari 2019, pukul 13.17 WIB. 
Mul, wawancara pribadi, 25 Maret 2019, pukul 18.40 WIB. 
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